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oleh karena itu hakim selalu dituntut untuk dapat menemukan
hukum yang baru untuk menjawab dan menyelesaikan masalah-
masalah hukum yang di hadirkan dipersidangan. Tujuan
penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan kekosongan
hukum dalam proses persidangan oleh hakim. Metode penelitian
yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode
kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah menyebutkan bahwa hakim
yang dalam mengisi kekosongan hukum akan melakukan analisis
melalui fakta hukum dengan mempertimbangkan kebiasaan,
yurisprudensi dan doktrin hukum. Proses penemuan hukum oleh
hakim ini dilakukan dengan cara berpikir kritis dan logis,
penemuan hukum melalui metode legal reasoning, dilakukan
dengan dua metode penalaran yaitu metode induktif dan deduktif,
hakim dapat melakukan penalaran hukum apabila jawaban dari
persoalan hukum belum diatur dalam undang-undang atau
hukumnya tidak jelas, hal ini dilakukan oleh mencapai tujuan
hukum itu sendiri.

@ (® @ | Copyright© 2025 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Hukum secara teori bukan hanya hukum tertulis tetapi juga mencakupi hukum
tidak tertulis. Namun, di Indonesia hukum yang tidak tertulis yang diakui keberlakuanya
sampai saat ini hanyalah hukum adat(Arman & Daria, 2022). Dalam dunia modern,
hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan
manusia.(Orlando, 2022) Perlindungan ini didasarkan pada asas equality before the law.
Oleh karena itu hukum harus dilaksanakan (ditegakan) agar kepentingan manusia
tersebut dapat terlindungi.(Septiningsih, 2024) Pada tataran kehidupan masyarakat
diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang
harmonis dan teratur.(Iftitah Isnantiana, 2019)

Kenyataanya hukum atau perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup
seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegak hukum
untuk menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu hakim selaku corong hukum harus
menemukan hukum apabila suatu perkara tidak diatur dalam suatu peraturan.
Argumentasi hukum dari penemuan hukum adalah karena asas curia novit (Purwendah
etal.,, 2022) atau hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke pengadilan, karena
hukumnya tidak ada atau kurang jelas (Asep Dedi Suwasta, 2011).

Hakim Dalam menjalankan tugasnya, tidak boleh memihak kepada siapapun juga
kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan yang tujuannya adalah untuk kepentingan
masyarakat.(Fadillah, 2023) Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya, proses
pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dalam menentukan
penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang
hidup di tengah-tengah masyarakat.(Himajuta Wardana Kesdu, 2018) Hakim tidak hanya
bertindak sebagai 'mulut’ undang-undang atau peraturan perundang-undangan,
melainkan juga tonggak keadilan yang menyuarakan perasaan keadilan yang hidup di
tengah-tengah masyarakat, Dalam kondisi seperti ini seorang hakim dituntut untuk
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menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah
ada dalam memutus suatu perkara.(S. Ibrahim, 2021)

Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim dalam sebuah persidangan
yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan mempertimbangkan tujuan hukum
terutama keadilan(Yunanto, 2019). Dalam membuat suatu putusan tentunya hakim
terlebih dahulu akan melihat peraturan perundang-undangan(Wulan Sari & Rustamyji,
2020), namun terdapat permasalahan timbul dalam peraturan yang berlaku, yaitu
terdapat ketidakjelasan atau timbulnya multitafsir atas suatu peraturan perundang-
udangan atau bahkan tidak ada hukumnya sama sekali (kekosongan hukum)(Hafizhah &
Andjelina Panggabean, 2021). Sehingga dalam praktenya tidak sedikit hakim yang keliru
dalam menjatuhkan putusan akibat hal ini.

Kelirunya hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut salah satunya dapat
disebabkan karena tidak adanya hukum atau tidak jelasnya bahasa hukum dalam
peraturan perundang-undangan atau perkara yang dihadirkan kepada hakim belum ada
peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu yang dapat menyelesaikan perkara yang
dipersidangkan. Konseksuensi dari putusan yang keliru menyebabkan putusan yang
dijatuhkan sering dianggap tidak adil sehingga terkadang dibatalkan oleh pengadilan
yang lebih tinggi. Penemuan hukum sangat lah diperlukan bagi hakim untuk dapat
menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang meminta
keadilan di ruang persidangan (Rifai, 2010).

Hakim perlu menggali dan menganalisis hukum yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat, tidak selamanya tindakan masyarakat diatur dalam peraturan
perundang-undangan, oleh karena itu hakim mempunyai kewajiban untuk menemukan
hukum yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat karena hakim tidak boleh
menolak perkara dengan alasan tidak adanya hukum.(Iswantoro, 2018a) Salah satu
metode yang digunakan dalam menemukan hukum adalah dengan metode penalaran
hukum (legal reasoning).(Sukma Kristianti, 2021)

Penelitian ini juga berkaitan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang
dilakukan oleh Siti M.B yang berjudul Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan
Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan yang menjelaskan
mengenai pentingnya hakim berpegang prinsip bahwa hukum untuk manusia bukan
manusia untuk hukum (Siti Malikhatun Badriyah, 2017), kesamaan dalam penelitian ini
adalah memiliki pembahasan yang sama yaitu pentingnya penemuan hukum oleh hakim
dalam mewujudkan tujuan hukum terutama keadilan hukum itu sendiri, perbedaan
penelitian ini adalah sebelumnya menekankan konsep mewujudkan keadilan memalui
penemuan dan penciptaan hukum, sedangkan penelitian ini membahas mengenai
pentingnya penalaran hukum dalam penemuan hukum. Penelitian lain yang ditulis oleh
Urbanus U.W dengan judul Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum yang membahas
mengenai penerapan kaidah berpikir berdasarkan logika dalam bidang hukum(Weruin,
2017), persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yang membahas
mengenai logika dan penaran hukum yang menggunakan deduktif dan induktif,
perbedaannya terletak pada rumusan bahwa penelitian sebelumnya menyebutkan
menjawab persoalan hukum melalui penalaran hukum, sedangkan penelitian ini
menekankan penggunaan penalaran hukum untuk penemuan hukum dalam menjawab
kekosongan hukum serta penekanan pada putusan hakim.
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Dari uraian diatas maka diperlukan suatu kajian, dalam menemukan hukum atau
menjelaskan hukum yang multi tafsir, tujuanya agar nantinya hakim dalam membuat
suatu putusan dapat memberikan putusan yang adil bagi masyarakat. Salah satu cara
menemukan hukum yang dapat ditempuh oleh hakim yaitu dengan menggunakan metode
penalaran hukum (legal reasoning). Adapun yang menjadi permasalahan dan pembahasa
yaitu bagaimana proses penemuan hukum oleh hakim dan bagaimana hakim menemukan
hukum melalui metode legal reasoning.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data
kualitatif, yaitu mendeskrpsikan konsep penemuan hukum melalui penalaran hukum,
penelitian ini didasarkan pada teori yang berkembang mengenai penemuan hukum dari
berbagai sumber sehingga dapat menemukan konklusi dalam menjawab permasalahan
terutama dalam terjadinya kekosongan hukum. Sebagai penelitian yuridis normatif,
pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach),
dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengandalkan data
sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data meliputi penelusuran dokumen hukum
dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Penemuan Hukum oleh Hakim
Wl 15158 (6 Gl a0 O3 G imia e @30 O ab 53805 2heT 5hT & 5 40 0591 L g 880 o
Ophond] QN (2 158 )50 300 iy adiomd (O 480 3
Artinya: dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa
yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.
dan berhati- hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak
memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah
kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah),
Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan
mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan
Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Q.S Al-

Maidah ayat 49)(Al-Quran Dan Terjemah, 2017)

Penemuan hukum oleh hakim merupakan cara yang ditempuh oleh hakim lewat
putusanya(Muwahid, 2017). Biasanya problematika dalam menemukan sebuah hukum
lebih dititikberatkan kepada hakim dan badan lain yang menyusun sebuah peraturan,
hakim perlu melalukan penemuan hukum, karena masalah-masalah hukum yang
dihadapai oleh masyarakat dan masalah yang dihadirkan dalam sebuah persidangan
tidaklah semua diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hakim tidak
boleh menolak perkara karena alasan hukumnya tidak ada, oleh karena itu hakim harus
mampu menemukan hukum dengan menggali dan menganalilis hukum-hukum yang
hidup dan berkembang di masyarakat agar permasalahan hukum yang dihadirkan dalam
persidangan dapat diselesaikan secara adil.(Helmi, 2020)

Hakim dalam menemukan suatu hukum akan berpikir secara logis dan kritis,
proses berpikir ini akan dilakukan dengan berbagai upaya dalam menemukan sebuah
hukum yang tidak ada pengaturanya di dalam peraturan perundang-undangan atau kalau
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adapun tersirat dalam undang-undang hukumnya tidak jelas sehingga dibutuhkan suatu
interpretasi terhadap bunyi teks pasal dalam perundang-undangan tersebut (Juanda,
2017). Jika hakim tidak menemukan suatu jawaban untuk menyelesaikan sebuah
persoalan hukum meskipun sudah ditempuh interpretasi terhadap suatu hukum, baik
interpretasi secara luas maupun secara sempit, maka hakim wajib melihat fakta- fakta
yang ada di masyarakat atau merujuk beberapa literasi-literasi yang dianggap mampu
untuk menjadi sebuah sumber hukum.(Ratu Ayu Uswatun Khasanah & Doramia
Lumbanraja, 2022)

Pada hakikatnya tugas dari pada seorang hakim tidak hanya semata-mata
melaksanakan fungsi dari peradilan saja tapi juga, hakim diharuskan mampu untuk
menjadi pihak penengah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh
masyarakat.(Cahya Supena, 2022) Oleh karena itu hakim selaku institusi yang mampu
menggerakan keadilan harus tergerak hati nuraninya untuk mendengar dan melihat
persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat misalnya kemiskinan, korupsi,
penyerobotan, penipuan, pembunuhan, dan persoalan-persoalan hukum lainya.

Konsepsi negara hukum, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu tonggak
dalam memberlakukan hukum-hukum positif. Dalam kehidupan peradilan yang konkret
bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim(Busthami, 2018). Dalam
memberikan sebuah putusan hakim haruslah mempertimbangkan dari berbagai aspek
keadilan yaitu: keadilan masyarakat, dan keadilan yuridisnya. Sehingga putusan sesuai
dengan apa yang dicita-citakan.(Iswantoro, 2018b)

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus persoalan hukum terlebih
dahulu haruslah menggunakan hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan
atau ketentuan lainya, apabila tidak ada hukumnya dalam peraturan tertulis, seorang
hakim menggali dan menemukan hukumnya sendiri melalui pengamatan terhadap
hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat atau dengan merujuk kepada doktrin-
doktrin hukum atau traktat.(Rifai, 2014)

Kewajiban hakim menemukan hukum jelas dinyatakan dalam Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat 1 “hakim dan hakim
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat”. Perlu di garis bawahi kata “menggali” disini diartikan
sebagai hukum yang sudah ada akan tetapi hakim diwajibkan untuk mencari nilai-nilai
hukum yang hidu dalam masyarakat. Sehingga hasil dari pencarian tersebut turut dalam
suatu putusan sehingga menjadi sebuah hukum. Dalam sebuah riwayat diceritakan
bahwa khalifah Umar bin Khattab yang memerintahkan kepada Abdullah bin qais pada
saat menjadi hakim: “apabila suatu kasus belum jelas hukumnya dalam al-quran dan
hadits, maka putuslah perkara itu dengan pertimbangan nilai- nilai yang hidup dalam
masyarakat, serta menganalogikan dengan kasus-kasus lain yang telah diputus.”(Salam
Madzkur, 2004)

Menurut roscoe pound, pada kebiasaanya ada 3 cara yang dilakukan hakim dalam
menjatuhkan sebuah putusan di pengadilan yaitu: menemukan hukum, menafsirkan
hukum, dan menerapkan hukum. Penemuan hukum itu sendiri dilakukan ketika terjadi
ketidak jelasan terhadap peraturan perundang-undangan atau terjadi kekosongan
hukum maka perlukan lah suatu penemuah hukum.(Isharyanto & Abdurracham, 2016)

Pandangan Utrecht, apabila peraturan perundang-undangan tidak jelas atau
multitafsir atau belum ada yang mengaturnya sama sekali, maka pada kondisi saat itu
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hakim harus punya inisiatif sendiri untuk menemukan suatu hukum yang baru, dalam
rangka menyelesaikan persoalan- persoalan hukum yang di hadapi. Tindakan inilah yang
dimaksud dengan penemuan hukum.(Utrecht & Saleh ] Jindang, 1989)

Alasan seorang hakim wajib melakukan penemuan hukum adalah karena undang-
undang sebagai produk badan legislatif itu bersifat statis sehingga tidak mungkin
mengikuti alur perkembangan masyarakat yang bersifat dinamis, tindakan manusia tidak
ada yang sama hal ini karena dipengaruhi oleh sosial, agama dan budaya.(Iswantoro,
2018a) Karena perilaku dalam masyarakat berbagai macam ragam jenisnya, tentunya
tidak semua diatur didalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan
ruang kosong yang perlu diisi sedangkan persoalan-persoalan hukum yang lahir di
masyarakat berbagai macam ragam persoalan, persoalan-persoalan ini akan dihadirkan
dipersidagan sedangkan peraturan yang mengatur belum jelas bahkan belum ada sama
sekali, dan ini semua dibebankan kepada hakim sebagai penegak keadilan.(Shalihah,
2017) Oleh karena itu seorang hakim wajib menemukan hukum dengan menggali nilai-
nilai yang hidup dalam mayarakat.

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam hal memeriksa, mengadili dan
memutuskan itu didasari pada 3 hal yaitu sebagai berikut(Rifai, 2010):

Hukum atau undang-undang sebagai aturan sudah jelas dan terang mengatur

Hukum atau undang-undangnya belum jelas sehingga hakim melakukan penafsiran
terhadap undang-undang tersebut

Dalam hal terjadi pertentangan dalam penerapan hukumnya dengan undang-undang atau
peraturan yang berlaku sehingga hakim akan menggunakan hak mengujinya berupa
formale toetsingrecht atau materieletsingrecht yang biasanya dilakukan oleh judex juris
terhadap perkara yang diputus oleh judex facti.

Sumber hakim dalam melakukan penemuan hukum dianranya adalah peraturan
perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, traktat dan perjanjian
internasional selanjutnya dari doktrin-doktrin hukum. Akan tetapi sumber yang di
prioritaskan dalam penemuan hukum oleh hakim adalah peraturan perundang-
undangan, hal ini sejalan dengan konsep kepastian hukum dalam negara hukum.(Rifai,
2014) Dalam menafsirkan suatu hukum, hakim dibatasi dengan mengenyampingkan
kepentingan pribadi, hukum yang di tafsirkan oleh hakim tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan atau hukum yang berlaku itu sendiri (contra legmen), terlebih undang-
undang yang ditafsirkan tersebut sudah tepat dan tidak diperlukan penjelasan lagi.(Asep
Dedi Suwasta, 2011)

Apabila hakim tidak dapat menemukan penyelesaian hukum dalam peraturan
perundang-undang, maka selanjutnya hakim akan merujuk kepada hukum kebiasaan
untuk mendapatkan sebuah ketentuan dan jawaban, hukum kebiasaan merupakan
hukum yang tidak tertulis akan tetapi hukum kebiasaan merupakan hukum yang diakui
menjadi suatu sumber hukum, di Indonesia sendiri hukum kebiasaan dikenal sebagai
hukum adat.(Rifai, 2014) Kebiasaan baru dianggap sebagai sebuah hukum apabila
kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan adanya hubungan yang
mengikat dengan masyarakat, apabila sebuah kebiasaan tidak dilakukan secara terus-
menerus dan tidak mengikat dengan masyarakat maka kebiasaan tersebut tidak bisa
dikatakan sebagai hukum. Pada dasarnya hukum kebiasaan merupakan pelengkap dari
peraturan  perundang-undangan, hukum  kebiasaan tidak dapat dapat
mengenyampingkan undang-undang apalagi sampai menghilangkanya.(Abdullah, 2021)
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Selanjutnya yang menjadi sumber bagi hakim dalam menemukan sebuah hukum
adalah yurisprudensi, apabila dalam kedua sumber yang disebutkan diatas tidak
ditemukan sebuah jawaban terhadap persoalan hukum. Yurisprudensi merupakan
kumpulan dari putusan-putusan oleh hakim yang disusun secara sistematis diurutkan
sesuai tingkatanya mulai dari tingkat pertama sampai kasasi. Dalam yurisprudensi
dikenal dengan dua asas dalam ruang lingkup peradilan yaitu (Pusdiklat Pajak, 2015):

. Asas precedent adalah hakim dalam menemukan hukum tidak boleh bertentangan atau
menyimpang dari undang-undang yang sama tingkatanya terlebih lagi bertentangan
dengan putusan yang tingkatanya lebih tinggi seperti putusan kasasi.

. Asas bebas yaitu hakim tidak terpengaruh oleh putusan yang lebih tinggi maupun
putusan yang tingkatnya sama.

Menurut bagir manan, dalam sistem peradilan Indonesia, hakim tidak mengenal
dan menerapkan asas presedent atau stare decisis artinya hakim tidak terikat terhadap
putusan dari hakim yang sama tingkatanya maupun hakim yang lebih tingkatnya. Tapi
biasanya hakim di Indonesia akan mengikuti putusan-putusan yang sudah mengikat dan
diterapkan diberbagai persidangan misalnya, putusan dari Mahkamah Agung.(Manan,
2010) Yurisprudensi mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:(Rifai, 2014)

. Adanya standar hukum yang sama dalam kasus atau perkara yang serupa, dimana belum
adanya undang-undang yang mengaturnya.

Menciptakan rasa kepastian hukum di masyarakat sebab standar hukum yang sama
Menciptakan adanya kesamaan hukum serta sifat dapat diperkirakan terhadap
hukumnya

Mencegah terjadinya disparitas dalam berbagai putusan hakim pada kasus yang sama.

Selanjutnya sumber bagi hakim dalam menemukan suatu hukum yang baru akan
merujuk kepada doktrin-doktrin hukum. Dalam sebuah doktrin hukum terkadang tidak
selamanya bersesuain hingga terjadi nya perbedaan dan over laping dalam suatu doktrin,
misalnya dalam pasal 1313 KUHPerdata, dalam menafirkan dan memahami pasal ini
perlu pendapat yang sifatnya dogmatik, oleh karena itu hakim yang mengambil sumber
dari harus benar-benar memahami dan menganalisis dari pendapat para ahli hukum,
hakim harus mampu memilah dan memilih doktrin hukum yang dapat diterapkan dalam
putusanya.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim sedapat mungkin meminimalisir timbulnya
permasalahan baru, hakim harus bisa memberikan putusan yang menghindari upaya
banding, apalagi putusan tersebut dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi.

Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara harus melewati tiga
tahap yaitu:(Mansyur, n.d.)

Tahap konstatir yaitu hakim sebelum menjatuhkan putusan harus melihat apakah
persoalan hukum yang dihadirkan dipersidangan dengan adanya bukti-bukti oleh
terdakwa/ atau para pihak yangtersandung hukum, hakim tidak bisa menjatuhkan
hukuman yang bukti-buktinya tidak memadai.

. Tahap mengkualifikasi artinya hakim harus melihat terlebih kasus atau perkara yang
akan diputuskan apakah peristiwa tersebut, betul-betul terjadi, dan hakim juga harus
tahu bagaimana cara menemukan hukumnya kalau peristiwa hukum tersebut, belum
diatur dalam perundang-undangan. Jika dalam suatu peristiwa hukum sudah jelas diatur
didalam sebuah peraturan perundang-undangan, hal ini tidak akan menjadi suatu
persoalan hukum karena hakim hanya memutuskan sesuai dengan yang diatur didalam

71



Iskandar, Litya Surisdami Menjawab Kekosongan Hukum........

perundang-undangan. Akan tetapi jika penyelesaian tidak diatur didalam perundang-
undangan maka hal ini akan menjadi tugas hakim untuk menemukan hukum yang baru
dengan menggali hukum yang ada diluar perundang-undangan. Sebelum hakim
menemukan hukumnya, hakim harus mengkualifikasikan perkaranya terlebih dahulu,
apakah kasus yang ditangani itu termasuk ke ranah pidana atau perdata, apakah kasusnya
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Disini hakim harus mengkualifikasikanya
dulu selanjutnya hakim, hakim akan mencari dasar hukumnya apakah perkaranya sudah
diatur oleh undang-undang atau belum, apabila belum diatur barulah hakim menggali
hukum yang baru untuk menyelesaikan persoaln-persoalan hukum yang sedang
diperkarakan.
Tahap kontituir, dalam tahapan ini setelah menemukan hukumnya baik yang diatur dalam
perundang-undangan maupun tidak, maka hakim wajib menjatuhkan putusan yang
seadil-adinya kepada para pihak yang tersandung hukum. keadilan bukanlah ciptaan dari
intlektual hakim itu sendiri, melainkan sebuah semangat untuk menegakan keadilan.
Pada sebuah proses penemuan oleh hakim, dibedakan kedalam dua tahap antara
lain: a). tahap sebelum pengambilan keputusan (ex ante), dan tahap setelah pengambilan
keputusan (ex post). Dalam teori penemuan hukum ex ante disebut sebagai heuristika,
yaitu tahap dalam proses mencari dan berpikir yang mendahului tindakan pengambilan
putusan hukum. Sedangkan ex post disebut sebagai legitimasi. Legitimasi merupakan
sebuah pembenaran terhadap suatu putusan yang telah diambil, dalam tahap ini sebuah
putusan akan diberikan suatu pertimbangan dan argumentasi secara substansial, dengan
menyusun suatu penalaran secara rasional yang dapat dipertanggung jawabkan. Apabila
suatu putusan tidak dapat diterima oleh suatu forum maka putusan tersebut belum
memproleh legitimasi.

Penemuan Hukum oleh Hakim melalui Metode Legal Reasoning

Penaran hukum (Legal Reasoning), merupakan salah satu unsur yang harus
dipahami oleh seorang peneliti maupun praktisi hukum. Penalaran dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), dikenal dengan istilah nalar yang berarti mempertimbangkan
sesuatu tentang baik dan buruk, akal budi, berpikir logis. Bernalar berarti berpikir logis,
sedangkan penalaran merupakan cara menggunakan atau menganalisis suatu
permasalahan secara logis (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, n.d.).

Ketika seorang hakim melakukan suatu interpretasi terhadap suatu persoalan
hukum maka pada saat itulah hakim mulai masuk kedalam ranah legal reasoning atau
menalar hukum. Dalam membangun sebuah pendapat hukum seorang penegak hukum
haruslah memahami legal reasoning. Legal reasoning merupakan sebuah proses dari
berpikir nya seorang penegak hukum yang bertolak dari pengamatan indrawi manusia
dalam sebuah bentuk pengamatan yang bersifat empirik sehingga menyajikan sebuah
konsep dalam berpikir.(Qodri, 2019) Dalam sebuah penalaran hukum dikenal dua
metode penalaran yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif
adalah sebuah proses berpikir yang berangkat dari sebuah pengamatan pengetahuan
indrawi yang bersifat khusus, dan menarik sebuah kesimpulan pengetahuan yang baru
yang bersifat umum. Sedangkan penalaran deduktif adalah sebuah proses berpikir yang
berangkat dari suatu hal yang umum ke pengetahuan yang baru yang bersifat
khusus.(Asep Dedi Suwasta, 2011)
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Menurut Radbruch Dalam memahami suatu hukum khususnya dalam penalaran
hukum perlu dipahami tiga nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan
kemanfaatan (Nugroho et al., 2020). Penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim
haruslah memahami dan menunjukan bagaimana korelasi antara hukum dengan logika.

Logika merupakan sebuah kajian ilmu dalam filsafat yang mengajarkan bagaimana
berpikir yang jelas, tepat dan akurat dalam hukum. dalam pemahaman suatu hukum tidak
bisa hanya terpaku dalam memahami bunyi teks pasal-pasal dalam perundang-undangan
akan tetapi perlu ada pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek untuk melakukan
sebuah upaya penalaran hukum, aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam
melakukan suatu penalaran hukum antara lain: sistem hukum, dampak hukum, hambatan
hukum, hukum yang berlaku saat ini, hukum yang akan dicita-citakan dan kendala hukum.
Dengan dilakukanya suatu penalaran hukum, maka hukum tidak lagi dipahami sebatas
masalah teks dari pasal dalam perundang-undangan akan tetapi hukum lebih dipahami
sebagai suatu konsep berpikir yang logis.

Hakim sebagai representasi dari badan peradilan harus memiliki pemikiran yang
cerdas dan mampu memberikan pertimbangan hukum dalam menyelesaikan persoalan
hukum yang dihadapi oleh masyarakat, selain dari pemikiran yang cerdas, hakim juga
harus miliki moral dan integritas yang tinggi agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim
dapat bersifat adil dan terjamin akan kepastian hukum. Hakim selain menjalankan
perintah undang-undang, hakim juga harus mampu menciptkan hukum karena hukum
tidak selamanya diatur dalam perundang-undangan, untuk menemukan sebuah hukum
hakim harus menggali dan mencari dalam berbagai literasi dan kehidupan masyarakat,
dalam proses penemuan hukum ini harus dilakukan dengan proses berpikir secara kritis
dengan tidak mengenyampingkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku proses berpikir
secara kritis inilah yang disebut sebagai legal reasoning.

Menurut Kenneth ].Vandevelde ada lima langkah dalam melakukan suatu
penalaran terhadap hukum yaitu (Cahyono, 2022):

Merumuskan sumber hukumnya, apakah sumbernya hukum diambil dari perundang-
undangan, kebiasaan, doktrin atau yurisprudensi.

Melakukan suatu analisis terhadap sumber-sumber hukum yang ditemukan tersebut.
Mensistesikan aturan hukum tersebut ke dalam suatu struktur yang koheren yakni
mengelompokan suatu aturan khusus dibwah aturan umum.

Menganalisis fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi.

Menerapkan struktur aturan tersebut dalam sebuah fakta sehingga memastikan adanya
hak dan kewajiban dari fakta atau peristiwa tersebut.

Penting kiranya dalam menghadapi suatu kekosongan hukum, hakim harus tetap
berpegang kepada asas ius curia novit artinya hakim dianggap mengetahui akan hukum?,
hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Ada dua metode yang digunakan oleh hakim dalam menemukan sebuah
hukum yaitu metode interpretasi hukum dan konstruksi hukum.

Tujuan dari legal reasoning itu sendiri adalah untuk menemukan hukum yang
belum diatur dalam suatu peraturan atau menjelaskan sebuah hukum yang tidak jelas
sehingga hasil dari penalaran hukum tersebut, akan disajikan dalam sebuah putusan dan
diterapkan dalam setiap permasalahan hukum sama. Penemuan hukum oleh hakim

! (Isharyanto & Abdurracham, 2016) h. 11
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melalui legal reasoning, haruslah tetap berpegang dan berjalan diatas hukum, penalaran
yang dilakukan oleh hakim tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi
apalagi sampai keluar dari jalur koridor hukum. Hasil penemuan hukum oleh hakim yang
dituangkan dalam sebuah putusan haruslah jelas, sederhana, dan tepat.(Yulis Sulistyawan
& Fahrezi Permana Atmaja, 2021)

Esensi argumentasi dalam pertimbangan hukum, merupakan alasan dan dasar
bagi hakim dalam menjatuhkan putusanya, baik karena menggunakan pendekatan
normatif, yang sesuai dengan peraturaran perundang-undangan yang berlaku, maupun
karena sifatnya sosiologis (pendekatakan kemanfaatan) dan sifatnya filosofis
(pendekatan keadian). Menurut pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009
“putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal
tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak
tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Argumentasi hukum merupakan jenis penalaran yang melibatkan proses
intlektual insan hukum dalam menjustifikasi rasionalitas, konsisten logika dan konsisten

doktrinal untuk mencapai kesimpulan dalam memutuskan suatu problem permasalahan
(perkara)_Muhammad Ridwan, “Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada Pengadilan Agama Di Indonesia

Pattern of Sharia Banking Dispute Resolution in Religious Court in Indonesia,” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (J-HES) 4, no.

Z (2020): 112-131. Argumentasi hukum yang rasional, terdiri dari tiga lapisan antara
lain:(Yulis Sulistyawan, 2021)

Lapisan logika, lapisan ini merupakan struktur intern dari suatu argumentasi, juga bagian
dari logika tradisional. Isu yang muncul berkaitan dengan premis-premis yang digunakan
dalam menarik sebuah kesimpulan logis dan langkah dalam menarik kesimpulan, misal
deduksi dan analogi.

Lapisan dialektika, lapisan ini membandingkan argumentasi pro dan argumentasi kontra.
Ada dua pihak yang berdialog atau berdebat, yang bisa saja pada akhirnya tidak
menemukan jawaban karena sama-sama kuatnya.

Lapisan prosedural (struktur, acara penyeesaian sengketa), prosedur tidak hanya
mengatur perdebatan itupun menentukan prosedur. Suatu aturan dialog harus
berdasarkan pada aturan main yang sudah ditetapkan dengan syarat-syarat prosedur
yang rasional dan syarat penyelesaian sengketa yang jelas. Dengan demikian terdapat
saling keterkaitan antara lapisan dialektika dan lapisan procedural.

Menurut Bernard Arief sidharta, argumentasi hukum terdiri dari unsur discoursei
hukum, retorika hukum dan logika hukum, sehingga melibatkan penerapan perangkat
kaidah logika formal dan metode pemaparan jalan pikiran yang lain. Ada beberapa sebab
kegagalan argumen, antara lain (H.R., 2018):

Memuat premis (pernyataan) dari proposisi yang keliru. Jika premis keliru, argumen
tersebut akan gagal dalam menetapkan kesimpulan.

Kegagalan dapat terjadi karena argumen ternyata memuat premis-premis yang tidak
berhubungan dengan penarikan kesimpulan.

Penalaran yang disebabkan karena kecerobohan dan kurangnya perhatian orang
terhadap pokok persoalan yang terkait

Oleh karena itu, dalam menyajikan argumentasi hukum sebagai manifestasi
pertanggunggung jawaban, argumentasi disusun dengan menggunakan penalaran
hukum, baik secara induktif maupun deduktif. Jadi pada awalnya hakim itu mutlak
menggunakan penalaran deduktif, yaitu dengan memuat pasal-pasal sebagai dasar
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putusan. Selanjutnya ia menggunakan lagi penalan induktif dengan memaparkan pokok-
pokok kejadian konkret dan disusun secara sistematis, sehingga memberikan gambaran
kejadian yang sebenarnya.

Tahap berikutnya menggabungkan penalaran deduktif dan induktif dengan
mendasarkan berbagai teori hukum hukum yang relevan. Dengan mendasarkan pada
teori-teori yang relevan dan rasional, argumentasi hukum yang dikemukakan secara
metodologis dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kesimpulan yang didasarkan
pada argumentasi hukum yang tepat ini dinamakan pendapat hakim dalam putusan. Jika
pertimbangan hukum telah dibuat dan dilakukan analisis dengan menggunakan
metodelogi yang tepat, sehingga putusan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.

Hakim dalam menemukan hukum melalui legal reasoning dilakukan dengan
beberapa metode yaitu sebagai berikut:(Rifai, 2014)

Metode analogi (argumentum per analogiam)

Analogi hukum, memberikan sebuah penafsiran pada suatu peraturan hukum
dengan memberikan kiasan pada teks-teks dalam peraturan tersebut dan sesuai dengan
asas-asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa hukum yang sebenarnya tidak dimasukan
ke dalam aturan hukum, kemudian lewat analogi dapat dianggap sebagai peristiwa
hukum. Ini berarti bahwa analogi merupakan suatu metode penemuan hukum yang
sekaligus merupakan pencipta hukum yang baru. Jika demikian adanya, analogi dapat
diidentifikasikan sebagai interpretasi ekstensif, karena memperluas pengertian hukum.

Zevenberger menyatakan, analogi dapat digunakan apabila hakim menghadapi
peristiwa- peristiwa konkret yang mirip dengan apa yang dirumuskan oleh peraturan
hukum, tidak hanya mirip juga kepentingan masyarakat hukum menuntut penilaian yang
sama. Sikap hakim dalam melakukan penalaran analogi adalah harus menyamakan
dengan pembentuk undang-undang yang mengetahui adannya kekosongan hukum, yang
akan melengkapinya dengan peraturan- peraturan yang serupa seperti yang dibuatnya
untuk peristiwa-peristiwa yang telah ada aturanya.(Rifai, 2014) Metode analogi ini
merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam perkara perdata akn tetapi
menimbulkan polemik tersendiri bagi perkara pidana. Jelas ini membingungkan kita,
sebab hukum pidana membolehkan interpretasi ekstensif. Penggunaan analogi dalam
hukum pidana, dapat disimpulkan terdapat dua aturan antara bolehnya digunakan
analogi dan tidak bolehnya digunakan analogi. Suatu alasan yang pasti, bahwa hukum
pidana dilarang menggunakan analogi tetapi boleh melakukan interpretasi ekstensif,
karena analogi tujuanya adalah untuk mengisi kekosongan hukum, alasan yang paling
utama adalah agar ketidak pastian hukum dalam masyarakat tidak terlalu dominan.
Bahwa pasal 1 ayat 1 KUHP menyatakan “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana
sebelum adanya ketentuan undang-undang yang mengatur terlebih dahulu”

Tidak bolehnya melakukan analogi dalam hukum pidana, sudah sejak semula
sudah dirumuskan, pasal 1 ayat 1 KUHP tujuanya adalah untuk melakukan pencegahan
terhadap kesewenangan pengadilan, jika dibolehkan penggunaan analogi maka
kesewenangan dari penguasa akan menjadi lebih besar.

Argumentum a contrario

Pada metode ini, peraturan yang disediakan untuk peristiwa yang hendak
dicarikan hukumnya tidak ada, yang ada adalah peraturan yang khusus disediakan untuk
peristiwa lain yang tidak sama, tetapi ada kemiripan dengan peristiwa yang akan
dicarikan hukumnya. Dalam metode ini, hakim diberikan kesempatan untuk menemukan
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hukum dengan pertimbangan bahwa apabila hukum menetapkan hal-hal tertentu untuk
peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu, dan untuk
peristiwa diluarnya berlaku kebalikanya. Jadi esensinya mengedepankan cara penafsiran
yang berlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa
yang diatur dalam peraturan.

Metode ini dapat dapat Kkita terapkan pada pasal 263 KUHAP, pasal ini
menayatakan “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum, terpidana ahli warisnya
dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah agung”

Persoalanya apakah jaksa, karena tidak disebut dalam pasal tersebut tidak dapat
melakukan PK (Peninjauan Kembali), memang tidak ada aturan yang mengatur hakim
dapat melakukan PK tapi juga tidak ada yang melarangnya. Maka untuk hal ini, kita
memerlukan argumentum a contrario, dengan metode ini, maka pasal 263 bersifat
limitatif, sehingga hanya “terpidana dan ahli warisnya” yang berhak mengajukan PK. Jadi
kalau tidak ada ketentuanya tidaklah dengan sendirinya berarti dibolehkan.

Metode Penyempitan Hukum

Metode ini bertujuan untuk mengkonritkan atau menyempitkan hukum (suatu
aturan hukum) yang terlalu abstrak, luas, dan umum, supaya dapat diterapkan terhadap
suatu peristiwa tertentu. Penyempitan hukum ini, bukan merupakan metode
argumentasi untuk membenarkan rumusan peraturan perundang-undangan. Rumusan
ini terdiri dari rumusan pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan, karena
hal itu ditujukan untuk menyempitkan makna hukum. Dalam metode ini dibentuklah
suatu pengecualian atau penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat universal.
Sebagai salah satu contoh adalah perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365
KUHPerdata, yang luas lingkupnya dipersempit menjadi ganti kerugian. Makna ini
merupakan norma yang kabur, sehingga untuk dapat diterapkan pada peristiwa
konkretnya harus terlebih dahulu dipersempit (penyempitan hukum), agar tidak terlalu
luas ruang lingkupnya.

Penyempitan makna terhadap pasal 1365 KUHPerdata (1401 BW), dapat kita lihat
pada Hoge Raad Arrest pada 31 Januari 1919, yang menangani kasus percetakan antara
Cohen dan Lindebaum. Permasalahan selanjutnya dari kasus Cohen dan lindebaum
adalah putusan Gerechtshof Amsterdam menolak amar putusanya dinyatakan bahwa
benar pegawai Lindebaum telah melanggar kewajiban hukumnya akan tetapi Cohen
dianggap tidak pernah melanggar hukum, Lindebaum kemudian mengajukan kasasi ke
Hoge Raad. Yang pada akhirnya, Cohen diputus bersalah serta mewajibkan untuk
mengganti kerugian kepada Lindebaum. Alasan Hogeraad 31 januari 1919 adalah, bahwa
Cohen telah melakukan konkurensi curang terhadap Lindebaum, dan itu merupakan
perbuatan yang bertentangan denmgan kesusilaan atau keharusan yang lazim dalam
suatu pergaualan kemasyarakatan mengenai barang orang lain, maka dari itu, Cohen
karenanya salah dan berkewajiban membayar kerugian kepada Lindebaum.

Setelah putusan itu diumumkan kepada khalayak ramai (masyarakat luas),
akhirnya dapat menyempitkan makna perbuatan melanggar hukum, sehingga perbuatan
melanggar hukum (onrechtmatig daad) ditafsirkan menjadi “berbuat atau tidak berbuat
yang melanggar hak seorang atau bertentangan denga kewajiban hukum atau
bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati yang seyogiayanya di dalam
masyarakat terhadap seseorang atau benda seseorang.
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Dari ketiga metode tersebut, baik metode analogi, a contrario, maupun metode
penyempitan hukum, pada dasarnya berakar pada postulat keadilan. Ketiga metode ini
sering digunakan hakim dalam menemukan sebuah hukum yang tidak diatur dalam
peraturan perundang-undangan atau menafsirkan suatu bunyi teks dari undang-undang
yang kurang jelas atau multi tafsir.

KESIMPULAN

Penemuan hukum oleh hakim merupakan cara yang ditempuh oleh hakim lewat
putusanya, penemuan hukum oleh hakim dilakukan dengan berpikir yang logis dan kritis.
Hakim wajib menemukan hukum apabila permasalahan hukum tidak diatur dalam
peraturan perundang- undangan. Kewajiban hakim dalam menemukan hukum itu
berdasarkan asas ius curia novit, artinya hakim tidak boleh menolak perkara karena
ketiadaan hukumnya. Sebelum hakim menjatuhkan suatu putusan terlebih dahulu hakim
harus melihat jawaban terhadap persoalan hukum dalam peraturan perundang-
undangan, apabila jawaban terhadap masalah hukum tidak ditemukan dalam perundang-
undangan, barulah hakim dapat mencari hukum dengan menggali kaidah hukum yang
hidup dalam masyarakat atau disebut dengan kebiasaan, apabila tidak ditemukan maka
hakim akan mencari hukum dalam yurisprudensi dan yang terakhir upaya penemuan
hukum oleh hakim dalam doktrin-doktrin hukum. Artinya dalam hal ini hakim tidak boleh
berhenti untuk menemukan hukum-hukum yang dapat menjawab persoalan hukum yang
dihadirkan ke dalam persidangan. Penemuan hukum oleh hakim melalui penalaran
hukum (legal reasoning), haruslah tetap berjalana diatas hukum, hakim tidak boleh
mencari hukum menggunakan nalarnya yang dapat mengenyampingkan hukum apalagi
bertentangan hukum. Temuan hukum melalui legal reasoning terjadi karena tidak adanya
kejelasan terhadap hukum sehingga dibutuhkan penalaran hukum, supaya hukum yang
semula tidak jelas bisa menjadi jelas dan tidak multitafsir. Metode yang dapat digunakan
hakim dalam legal reasoning yaitu metode induktif dan metode deduktif. Penalaran
hukum yang dilakukan oleh hakim harus mampu memahami korelasi antara hukum dan
logika. Tujuan dari legal reasoning adalah untuk menemukan hukum yang belum ada
pengaturanya dalam peraturan perundang-undangan atau menjelaskan hukum yang
belum jelas sehingga hasil dari temuan tersebut dapat disajikan dalam bentuk putusan
dan diterapkan dalam setiap permasalahn hukum. Penalaran hukum hanya diperuntukan
bagi para pihak yang berperkara yang hukum nya tidak jelas atau multitafsir.
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